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MOTTO 
 
  ْنَمَو ,ِمْلِعْلاِب ِهَْيلََعف َةَرَِخلأا َداََرأ ْنَمَو ,ِمْلِعْلاِب ِهَْيلََعف اَيْنُّدلا َداََرأ ْنَم
 ِْملِعْلاِب ِهَْيلََعف اَمُهَداََرأ 
 
 
"Barang siapa menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, 
wajiblah ia memiliki ilmunya dan barang siapa yang ingin (selamat dan 
berbahagia) di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula dan 
barangsiapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu 
kedua-duanya pula". 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin 
adalah sebagai berkut: 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif a> a dan garis di atas 
xi 
 
atau ya 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
xii 
 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
 
 
xiii 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma Muhaamdun illa rasul 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdulillahi rabbil ꞌalamina 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ 
Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu al-Kaila wa al-mizana/ Fa 
auful-kaila wal mizana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikumm Wr.Wb  
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul, “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor 
195/pid.B/2018/PN Kln )”.Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi Jenjang 
Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, dan tenaga.dan sebagainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan fakultas syariah institut 
agama islam negeri (IAIN) Surakarta.   
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana 
Islam. 
4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik 
yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama 
menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.  
5. Bapak Jaka Susila, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 
meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan kepada penulis 
sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji 
skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebihh baik  
7. Seluruh dosen fakultas syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama 
penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan 
dapat bermanfaat di kehidupann yang akan datang.  
xvi 
 
8. Seluruh staf karyawan fakultas syariah dan seluruh karyawan perpustakaan 
Institut agama islam negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam 
kelancaran penyusun skripsi ini.  
9. Teruntuk ibuku, terima kasih atas do’a cinta dan pengorbanan yang tak 
pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah bisa kulupakan.  
10. Teman-teman angkatan 2015, khususnya kelas HPI A yang telah memberikan 
banyak cerita selama penulis menempuh studi di fakultas syari’ah IAIN 
Surakarta.  
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah 
berjasa dan membantu penulis baik moril maupun spiritnya dalam 
penyusunan skripsi ini. Tak ketingggalan pada seluruh pembaca yang 
budiman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik 
dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan 
skripsi ini.Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum wr.wb. 
 
 
 
 
       Surakarta, 20 januari 2020 
Penyusun 
 
 
          Riyadhotus Sholikhah  
           NIM. 15.21.3.1041 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRAK 
 
RIYADHOTUS SHOLIKHAH, NIM : 152131041 “TINDAK PIDANA 
PENCURIAN DENGAN  PEMBERATAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 
ISLAM (Studi Putusan Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/PN Kln)”. 
Permasalahan Yang Diangkat Sebagai Fokus Penelitian Adalah Analisis  
pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 195/Pid.B/2018/PN Klaten 
terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan menurut  hukum pidana 
Islam. 
Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Alasan Hakim 
Menjatuhkan Putusan Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan 
Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/PN Kln) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan 
Menurut Pandangan Madzhab Syafi’i. 
Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (Library reseach) Yang datanya 
diperoleh dari data lapangan. Sumber data dari penelitian ini data sekunder, Bahan 
hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri atas peraturan 
perundang-undangan dan putusan hakim seperti. KUHP, salinan putusan, Dalam 
hukum pidana islam menggunakan al-qur’an, hadits, buku fikih jinayah dan buku 
asas-asas hukum pidana islam. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah dasar pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara Nomor: 195/Pid.B/2018/PN. Klaten tentang tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu 
berdasarkan dakwaan primer dijerat pasal 362 subsidair Pasal 363 ayat 1 ke 4 
KUHP  dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Sedangkan menurut hukum 
pidana Islam dalam perkara Nomor: 195/Pid.B/2018/PN. Klaten tentang tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sesuai dengan jarimah hudud. 
Hukumannya adalah potong tangan  atau diserahkan kepada ulul amri hal ini 
didasarkan pada pendapatnya Imam syafi’I dan hukumannya potong tangan jika 
sudah memenuhi syarat dan wajib mengganti rugi harta yang di curi karena harta 
itu termasuk hak manusia. 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Pencurian Dengan pembertan, hudud 
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ABSTRACT 
  
RIYADHOTUS SHOLIKHAH, NIM: 152131041, "CRIMINAL ACT OF 
THEFT WITH WEIGHTING PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW 
(CASE STUDY NO. 195/PID.B/2018/PN KLN)”. The Problem raised as the 
focus of the research is the analysis of judges’ Considerations in Deciding case 
Number 195/pid B/ 2018 PN Kln. Against Criminal acts of theft with weighting 
according to Islamic ciminal Law.   
The Purpose of this study was to find out the Reasons for the Judge to issue 
a Case of Theft With a weighting (Study Case Number 195Pid.B/2018/PN  Kln) 
perspective of islamic Criminal law and according of  thought.  
This Type of research is the Library (library reseach) Whose data is 
Obtained from field Data. the Source of data From this Research is secondary 
data. this type of research is Library Research, primary legal materials, namely 
Binding materials Consisting of Legalislation and Judges’ decisions Such as. 
KUHP, a copy of The Ruling, in islamic Criminal law uses the Qur’an, the hadits, 
Jurisprudence books jinayah and Books on the Principles of Islamic criminal law. 
The conclusion that can bedrawn is the basis of the judge’s judgment in 
deciding Case Number: 195/pid.B/2018/PN. Klaten regarding Criminal acts Of 
theft By weighting. the Sentence handed down By the Judges was Based on the 
Primary indictment Charged with Article 362 Subsidair Article 363 Paragraph 
Code with a prison sentence of 1 year and 6 months. Whereas according to 
Islamic Criminal law In case Number:195/pid B/2018/PN. Klaten Regarding 
criminal Accordance with Jarimah hudud. The Penalty is To cut off hands Or 
imprisonment This is based on the Opinion Of The Imam shafi’I And the 
punishment and is Obliged to compensate for the Stolen property because the 
property Includes human Rights.  
 
Keywords: Islamic Criminal Law, Theft by weight, Hudud. 
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LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. 
Maka setiap tindakan yang bertentangan atau pancasila atau Undang- 
Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki di 
samping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu 
ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana 
tertuang dalam pembukaan alenia ke-empat  yaitu membentuk suatu 
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
1
 
Seperangkat aturan-aturan dan kaidah-kaidah yang dimaksud itu 
tidak lain adalah hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai “a 
tool of social control”. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial 
dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku 
mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum 
                                                             
1  Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada)  
 
2 
 
 
dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi 
penyimpangan tersebut.
2
 
Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar 
norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum 
nasional maupun norma agama. agama manapun melarang bagi 
penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat 
menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban 
dalam masyarakat.
3
 
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan menimbulkan kerugian 
dan penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan, hal tersebut telah 
menarik penulis untuk meneliti salah satu putusan No.195/pid.B/ PN kln, 
dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan “tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, 
perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, terdakwa sudah 
pernah dihukum, terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya yang 
dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu. Ancaman pidana dalam 
KUHP lebih menekankan kepada ancaman pidana penjara/ denda, 
sedangkan dalam hukum pidana Islam ancaman pidana berupa potong 
tangan (had) dan ta’zi>r. 
                                                             
2 Achmad ali,  Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi, ( PT Toko 
Gunung Agung Jakarta),  2002. 
3
http://www.bappenas.go.id/files/data/politik_hukum_pertahanan_dan_keamanan/statis
tik%20kriminal%202014.pdf.  
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Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam diartikan 
sebagai suatu perbuatan atau tindakan mengambil harta orang lain secara 
sembunyi-sembunyi. Maksud sembunyi-sembunyi ialah mengambil tanpa 
sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Misalnya seseorang mengambil 
harta dari sebuah rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Berdasarkan hal 
ini, mengenai pencurian dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan 
pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman 
Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 38:  
 ٌميِكَح ٌزيِزَع ُ َّاللََّو ِ َّاللَّ َنِم ًلًاَكَن َابَسَك اَمِب ًءاَزَج اَمُهَيِدَْيأ اُىعَطْقاَف َُةقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو 
Yang artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang 
mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai  siksaan dari allah, dan allah maha perkasa 
lagi maha bijaksana”.4 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis 
tertarik untuk menganalisis menurut hukum pidana Islam atas 
pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan jaksa  
dalam perkara pencurian dengan pemberatan. Sehingga penulis memilih 
judul “Tindak  Pidana  Pencurian Dengan  Pemberatan Perspektif Hukum 
Pidana Islam (studi kasus Putusan Perkara Nomor 195/pid.B/2018/PN 
Kln)” 
 
                                                             
4 Rusmiati, “ Konsep  pencurian  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Dan 
Hukum  Pidana Islam, ” jurnal syiah kuala, (Banda aceh) Vol. 1, Nomor 1, April 2017, hlm, 341. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan 
Dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:  
1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Nomor 
195/Pid.B/2018/PN Kln?  
2. Bagaimanakah pandangan hukum pidana islam terhadap tindak 
pidana pencurian dengan pemberatan? 
C. Tujuan Penelitian 
Dari beberapa uraian dalam perumusan masalah yang telah 
disampaikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Nomor 
195/Pid.B/2018/PN kln. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum pidana islam 
terhadap pemberatan hukuman dalam perkara tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan. 
D. Manfaat penelitian 
Berdasarkan tujuan diatas, penulis berharap penelitian ini bermanfaat 
bagi:  
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat Teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan memperkaya 
wawasan teoritis dalam hukum islam serta ilmu hukum pidana pada 
khususnya 
5 
 
 
2. Manfaat praktis 
Manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
dapat menjadi sambungan bahan pertimbangan dalam menegakkan 
keadilan sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat dan 
manfaat lainnya untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan 
untuk penelittian selanjutnya. 
E. Kerangka Teori 
Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan teori-teori 
yang digunakan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam penelitian 
ini, adapun teori-teori tersebut yaitu: 
Pencurian (sariqah) adalah mengambil harta terlarang bagi selain 
pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi.
5
 Sedangkan menurut Abdul 
Qadir Audah pencurian (sariqah) memiliki dua macam, yaitu sariqah yang 
diancam hukum had dan ta’zi>r.6 Hukum pidana Islam atau dalam istilah 
fikih disebut dengan fikih jina>yah merupakan bagian dari fikih Islam yang 
mengatur tentang hukum-hukum kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut 
terkenal  dengan istilah jarimah, sehingga terkadang tindakan pidana 
dalam islam disebut dengan kata jarimah atau jinayah. Sesuai dengan 
namanya, maka ruang lingkup atau objek pembahasan dari fikih jina>yah 
adalah perbuatan-perbuatan yang masuk kategori pidana, yaitu tindakan 
yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum,  
                                                             
5  Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa 
Taudlah Madzahib Al A’i mmah , (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),  143-144. 
6  M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 100. 
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Tindak pidana pencurian ditetapkan secara bertahap , tetapi juga  
dalam satu periode, yaitu Madinah. Secara kronologis ayat yang mengatur 
masalah pencurian adalah surat Al-Baqarah: 188, surat An-Nissa: 29 
(keduanya berisi larangan transaksi yang illegal), Al-Madinah: 38 (bentuk 
hukuman bagi pelaku pencurian, yaitu potong tangan), Al-Maidah 39 
(taubat sebagai alasan pemaaf bagi tindak pidana pencurian). Penetapan 
hukum dalam kasus ini menggunakan model adoptif-rekonstruksif, yaitu 
pengambilan bentuk saksi hukum dari tradisi sebelumnya tetapi mengubah 
paradigmanya. Secara historis, hukum potong tangan bagi pelaku tindak 
pidana pencurian sudah berlaku sejak masa pra islam.
7
 
Adapun pembagian jari>mah pada dasarnya tergantung dari berbagai 
sisi. Jari>mah dapat ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, sisi niat 
pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang 
ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau 
dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh 
Al-qur’an dan hadits, jari>mah dapat dibagi atas jarimah hudu>d, jari>mah 
qi>sas/diyat, dan jari>mah ta’zi>r.8 Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu 
persatu mengenai bentuk-bentuk jari>mah atau  tindak pidana berdasarkan 
berat ringannya hukuman. 
 
 
                                                             
7 Ali Sodiqin, Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam,” Jurnal Al-Mazahib, 
(Bandung) Vol. 5, Nomor 2,  Mei 2017, hlm. 203. 
8 Ibid hlm. 204. 
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a. Tindak pidana Hudu>d (jari>mah hudu>d)  
Jari>mah atau tindak pidana hudu>d merupakan tindak pidana yang 
paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini  
pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan 
publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan publik, 
dan kepentingan pribadi manusia. Dalam Jarimah Hudu>d yang 
terpenting adalah di lihat dari hak Allahnya. 
Adapun ciri khas dari pada tindak pidana hudu>d ini  adalah 
sebagai  berikut. 
9
 
1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman 
tersebut telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas minimal 
maupun maksimalnya. 
2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah yang lebih dominan.  
Hukuman had  tidak bisa di gugurkan oleh perseorangan (orang 
yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang 
diwakili oleh Negara, karena hal tersebut merupakan konsekuensi 
bahwa hukuman had  itu adalah hak  Allah. Sedangkan jenis dari 
tindak pidana hudu>d  ini, ada tujuh macam yaitu, tindak pidana zina, 
tindak pidana tuduhan palsu zina (qadzaf), tindak pidana meminum 
minuman keras (syurb al-khamr), tindak pidana pencurian, tindak 
                                                             
9 Ibid hlm. 205. 
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pidana perampokan, murtad, tindak pidana pemberontakan (Al-
Baghyu). 10 
a. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  
Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah tercantum 
dalam pokok pembahasan dalam pasal 362 KUHP yang rumusannya 
sebagai berikut:  
 Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian Kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah  
Pasal 363 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:  
1) Pencurian ternak. 
2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, 
atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau banyak 
pengarang. 
3) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan, 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang 
adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang 
berhak. 
4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu.
11
 
 
Menurut R Soesilo, pencurian dalam pasal ini dinamakan 
pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan 
diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian dengan pemberatan 
adalah pencurian yang disertai dengan salah satu keadaan sebagai 
                                                             
10 Ibid hlm. 206. 
11 Moeljatno, KUHP Kitab Undang-Uundang Hukum Pidana hlm154.  
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berikut: pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
12
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka merupakan penulusuran peneliti terhadap berbagai 
literatur hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau memiliki 
keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti setelah peneliti 
telusuri diantara skripsi yang membahas mengenai pencurian pemberatan 
diantaranya: 
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hamdono Sari NIM  008022 
dengan judul skripsi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto 
no.94/Pid.B/2010/PN Pwt) skripsi tahun 2012 mahasiswa Universitas 
Jenderal Soederman Purwokerto. Penelitian tersebut membahas tentang 
penerapan unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam 
Putusan Perkara Nomor:94/Pid.B/2010/PN.pwt dan bagaimana 
Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dalam 
Putusan Perkara tersebut. tindakan terdakwa termasuk dalam pencurian 
dalam keadaan memberatkan yang membedakann dengan penulis teliti 
yaitu perbuatan yang dilakukan dan tinjauan di dalam hukum Islam.
13
 
                                                             
12  R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, hal 25. 
13 Hamdono Sari, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Tinjauan Yuridis 
Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No94/Pid.B/2010/PN Pwt ), Skripsi tahun 2012 
Mahasiswa Universitas Jenderal Soederman Purwokerto. 2012. 
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Kedua, skripsi yang ditulis Arif Setiawan Onira NIM 
1112045100005 dengan Judul Pencurian pada saat bencana alam 
Perspektif Hukum Islam Dan Positif (studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Mungkid: No. 34/Pid. B/2011/PN MKD) skripsi tahun 2016 
universitas syarif hidayatullah Penelitian tersebut membahas Tentang 
Bagaimana hukuman bagi pelaku pencuri pada saat bencana alam dan Apa 
faktor-faktor yang mempengaruhi dan timbulnya pencurian pada saat 
bencana alam perbedaan dengan apa yang penulis teliti, yaitu penulis tidak 
hanya ingin meneliti sanksi dari pelaku pencurian pemberatan akan tetapi 
juga meneliti bagaimana hukuman bagi pelaku pencurian menurut hukum 
positif atau KUHP sesuai diberikan kepada pelaku. 
Penelitian ini dengan penyusun terletak pada permasalahan yang di 
kaji adalah pencurian pemberatan perspektif hukum pidana Islam.
14
 
G. Metode Penelitian 
Pengertian metodologi adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh 
dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu 
penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap 
permasalahan.
15
 
 
 
                                                             
14Arif Setiawan Onira, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Mungkid: No. 34/Pid.B/2011/PN MKD), Skripsi Universitas Syarif hidayatullah, 2016. 
15 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1994), hlm. 2.  
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1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library 
reseach), datanya diperoleh dari data lapangan.
16
 penelitian yang 
dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang 
berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya 
yang relevan dengan topic yang dikaji.
17
 penelitian ini menitik 
beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang 
dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi data 
arsip, data resmi pada institusi pemerintah, data yang dipublikasikan 
(Putusan Pengadilan, yurispudensi, dan sebagainya).
18
 Sedangkan 
objek dalam penelitian ini adalah No.340/pid.b/2012/kln.Tentang 
pemberatan hukuman dalam tindak pidana pencurian. 
2. Sumber Data 
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber 
data sekunder diantaranya: 
 
 
 
 
                                                             
16 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan I lmiah) Jakarta: PT. Bina 
Aksara, 1989,  hlm. 10. 
17  Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), hlm. 109.  
18 Ibid, hlm. 
88
-89. 
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a. Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat 
yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan 
hakim seperti.
19
 
1. Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
2. Salinan putusan hakim Pengadilan Negeri Klaten Nomor 
195/pid.B/2018/PN kltn tentang tindak pidana pencurian 
dengan pemberatan 
3. Dalam hukum islam menggunakan al-qur’an, hadits, buku fikih 
jinayah dan buku asas-asas hukum pidana islam 
b. Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti 
bahan pustaka buku-buku teks, jurnal hukum 
3. Metode pengumpulan data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah 
library research, yaitu penelitian kepustakaan seperti melakukan  
inventaris terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen 
serta literatur yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji.
20
 
 
 
                                                             
19 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
2017), hlm.2. 
20 Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 23. 
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4. Analisis data 
Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam 
bentuk yang lebih mudah dibaca dan dinterpretasikan. Data yang 
telah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan 
metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dan 
pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu 
kesimpulan khusus analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari 
proses mengatur aturan data, mengorganisasikannya kedalam suatu 
pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang digunakan secara 
sistematis untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan 
pokok masalah, selanjutnya dari data yang terkumpul diproses dan 
disusun dengan memberikan penjelasan atas data yang diperoleh 
kemudian dianalisis.
21
 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 
analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif, Dengan 
menggunakan kerangka berfikir yaitu dengan pendekatan tinjauan 
yuridis metode menganalisis data yang bersifat umum 
H. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing 
bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Gambaran 
yang lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam 
sistematika sebagai berikut:  
                                                             
21 Nadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Social, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hlm. 
63.  
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BAB I pendahuluan, dalam bab ini akan membahas bagian dasar 
yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penelitian yang 
meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi 
penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II landasan teori, dalam bab ini meliputi landasan teori yang 
terdiri dari tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, tinjauan 
umum tentang pencurian pemberatan, tinjauan tentang pencurian dalam 
islam 
BAB III Deskripsi Perkara No. 195/pid.B/2018/PN Kln,Dalam bab 
ini terdiri dari deskripsi putusan perkara No Deskripsi Perkara No. 
195/pid.B/2018/PN Kln, dakwaan, bukti, pemeriksaan terdakwa, tuntutan, 
pledoi, pertimbangan hakim, amar putusan.  
BAB IV Analisis Data, dalam bab ini akan dibahas mengenai 
analisis terhadap ruusan masalah yang meliputi pertimbangan hakim 
terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan No. 
195/pid.B/2018/PN kln serta tinjauan hukum islam terhadap pelaku tindak 
pidana pencurian. 
BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa 
kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang 
diteliti. 
15 
BAB II 
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  MENURUT 
HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 
A. Tinjauan Hukum Pidana  
1. Tindak Pidana 
a. Pengertian Tindak Pidana  
Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah 
menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut 
(tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu 
perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih 
dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal 
dengan asas legalitas (legality principle) yang merupakan asas 
hukum pidana yang dikenal secara universal. Pentingnya asas 
legalitas berkaitan dengan aspek kepastian hukum (rechts 
zakerheid/ illegal certainty). Dalam konteks tertentu tindak dapat 
disangkal eksistensi asas itu, namun dalam konteks yang lain, jika 
dihubungkan dengan dinamika masyarakat. Maka akan timbul 
dua masalah penting, yakni ketertinggalan aturan perundang-
undangan dengan kebutuhan masyarakat, dan akan mendorong 
terjadinya tindak kriminal melalui Undang-Undang diluar KUHP. 
1
 
                                                             
1 Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, (Jakarta: sinar grafika, 2015) hlm 368. 
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Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, 
seharusnya Undang-Undang merumuskan secara ringkas. dengan 
merumuskan unsur tindak pidana secara singkat, yakni dengan 
meneggunakan satu frasa, dapat merangkum beberapa perbuatan 
di dalamnya. Misalnya dalam delik pembunuhan merupakan delik 
materiil, cukup dirumuskan dengan frasa “menghilangkan nyawa 
orang lain” telah mencakup berbagai perbuatan sepanjang 
menimbulkan akibat “hilangnya nyawa orang lain”. untuk delik 
formil, penyebutan unsur secara lengkap harus menggambarkan 
perbuatan yang dilarang dan di lakukan secara cermat. Dalam hal 
ini dimaksudkan agar Undang-Undang yang telah di rumuskan 
tidak ketinggalan zaman. 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Setelah mengetahui tentang istilah tindak pidana dan 
pengertiannya maka untuk melihat apa itu tindak pidana perlu 
juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. 
Pemahaman tersebut sangat diperlukan, sebab harus di ketahui 
apa isi dari pengertian tindak pidana. Dalam hal unsur tindak 
pidana ini, menurut lamintang secara umum dibedakan atas unsur 
subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur 
yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, 
17 
 
 
dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung 
di dalam hatinya.
2
 
Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan dalam unsur-
unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur 
subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu 
yang terkandung dalam hati dan perbuatannya. Adapun unsur-
unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan, yaitu dalam keadaan yang menuntut bahwa tindakan-
tindakan pelaku itu harus dilakukan 
Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum berperan 
dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk tindak 
pidana atau bukan sehingga layak mendapati hukuman atau tindak 
maka unsur mengetahuinya dapat dilihat dan diketahui dari unsur-
unsur yang terkandung dalam perbuatan tindak pidana tersebut. 
Sebagian bahan perbandingan, berikut ini akan dijabarkan 
mengenai unsur-unsur pidana yang terdapat dalam system hukum 
masing-masing tersebut. 
1. Unsur-unsur pidana common law 
                                                             
2  A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 
2004) hlm 33.  
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Dalam system hukum common law, setiap orang yang 
melakkukan pelangaran terhadap undang-undang pidana 
harus memenuhi unsur-unsur berikut: 
a. Berdasarkan actus-reus, yaitu pihak yang tertuduh telah 
melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan. 
b. Berdasarkan mens-rea, yaitu tertuduh yang telah 
melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan 
disertai niat jahat 
Dalam actus-reus terdapat beberapa prinsip berikut.
3
 
1) Perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung 
dilakukan tertuduh, pada prinsipnya, seseorang tidak 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, 
kecuali jika ia membujuk orang lain untuk melakukan 
pelanggaran terhadap undang-undang atau tertuduh 
memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran 
tersebut. 
2) Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh 
dengan sukarela (tanpa ada paksaan dari pihak lain) atau 
perbuatan dan akibatnya dikehendaki oleh pihak 
tertuduh. 
                                                             
3 Beni Ahmad Saebani ,Perbandingan Sistem Hukum Pidana (Cv Pustaka Setia, 2016) hlm 
227.  
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3) Ketidaktahuan terhadap Undang-Undang yang berlaku 
bukan merupakkan alasan pemaaf atau yang dapat di 
pertanggungjawabkan. 4 
2. Unsur-unsur pidana dalam civil law 
Dalam system civil law, unsur-unsur tindak pidananya 
berdasarkan dogma yang pada awalnya berlaku di Jerman, 
Unsur inters atau opzet dan Unsur guilt atau culpa. Inter atau 
opzet diartikan dan dikaitkan dalamm beberapa hal berikut:  
a. Conduct atau perbuatan, yaitu wujud keinginan atau 
kehendak pelaku. 
b. Result atau akibat yaitu seseorang yang melakukan 
perbuatan yang mempunyai kehendak dalam melihat 
akibat-akibat dari perbuatannya tersebut. 
c. Circumtances atau keadaan yang menyertainya, berarti 
pelaku tindak pidana  menyadari sepenuhnya keadaan 
yang menyertai tindakannya. 5 
Dalam system hukum belanda jika unsur ke-1 atau ke-2 dan 
ke-3 tidak terdapat pada pelaku, unsur intens atau opzet dianggap 
tidak ada. Adapun dalam unsur guilt atau culpa, apabila dalam 
suatu tindak pidana tidak terdapat unsur intens atau opzet, unsur 
pidana tersebut sudah seharusnya dimuat unsur guilt atau culpa. 
                                                             
4 Ibid. 
5 Beni Ahmd Saebani, Perbandingan Sistem Hukum Pidana (Bandung: CvPustaka Setia, 
2016) hlm 229. 
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Perbedaan yang paling pokok diantara intens atau guilt adalah 
konsep yang dianggap bebas, sedangkan guilt atau culpa 
bergantung pada Undang-Undang yang dibuat dalam sistem 
Belanda,  yang menganut sistem hukum civil law. ada doktrin 
yang berkembang bahwa dalam sistem hukum pidana Belanda 
telah dibedakan antara conscious guilt dan scious guilt. Pada 
umumnya unsur tersebut jika pelaku dapat menduga atau 
mengetahui akibat dari perbuatan yang tidak di inginkan atau 
secara sadar menanggung akibat-akibat yang seharusnya dapat 
dihindarkan. 
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang juga menganut 
system hukum civil law, unsur-unsur tindak pidananya Menurut 
Moeljanto 
1) Kelakuan dan akibat 
2) Hal ikhwal atau keadaan yang mnyertai perbuatan 
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
4) Unsur melawan  hukum yang objektif 
5) Unsur melawan hukum yang subjektif.6 
c. Jenis-Jenis Pidana 
Setelah mengetahui tentang istilah tindak pidana dan 
pengertiannya, maka untuk melihat apa itu tindak pidana perlu 
juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. 
                                                             
6 Beni Ahmad Saebani,  Perbandingan Sistem Hukum ..., hlm. 230. 
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Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi 
dari pengertian tindak pidana. 
7
 
Membagi suatu kelompok  benda atau manusia dalam jenis-
jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-
macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau 
mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, 
demikian pula hanya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah 
mengklasifikasikan pidana atau delik dalam dua kelompok besar 
yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi 
kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya 
dikelompokkan menurut sasaran yang dilindungi KUHP terhadap 
tindak pidana tersebut. Misalnya bab 1 buku kedua adalah 
kejahatan terhadap keamanan Negara, dengan demikian ini 
merupakkan kelompok tindak pidana yang sasarannyya adalah 
keamanan Negara. 
1) Kejahatan dan pelanggaran 
Dalam tindak pidana kejahatan terletak di buku kedua 
dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada 
penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatn dan 
pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan 
                                                             
7A. Fuad Usfa, Tongat, Pengantar Hukum pidana, (Malang, Katalog Dalam Terbitan, 
2004) hlm. 150.   
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untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang 
sepenuhnya memuaskan.
8
 
Dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
dilihat dari delik hukum dan Undang-undang. Delik hukum 
adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa 
keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai 
orang lain, meencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik 
undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-
Undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM 
bagi yang mengendarai kendaran bermotor dijalann umum, 
atau mengenakan helm ketika mengendarai  sepeda motor. 
Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan. 
2) Delik formal (formil) dan delik material (materil) 
Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP 
merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang 
dilakukan oleh pelakunya. Tidak dipersalahkan apakah 
perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan hal 
yang kebetulan). Contoh delik formal adalah passal 362 
(pencurian), pasal 160 (penghasutan) dan pasal 209-210 
(penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan 
mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah 
                                                             
8 Ibid.. 
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cukup. Jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli 
apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.
9
 
Sebaliknya di dalam delik materil titik beratnya pada 
akibat yang dilarang, dalam delik ini di anggap selesai jika 
akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan 
perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contoh dalam delik 
materiil adalah pada pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 
yang dilihat cara membunuhnya. 
Van Hamel kurang setuju dengan pembagian delik 
formal dan materiil ini, karena menurutnya perilaku yang 
terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu 
akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah 
seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutkan 
sebagai “delik yang dirumuskan secara material”. 
3) Delik Dolus dan delik culpa 
a. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan 
dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, mungkin 
dengan kata-kata lain yang sama, seperti diketahuinya, 
dan sebagainya contohnya dalam pasal-pasal 162, 197, 
310 dan 338 KUHP. 
b. Delik culpa adalah perbuatan yang dilarang dan ancam 
dengan pidana yang dilakukan karena kelalaiannya. di 
                                                             
9 Ibid..hlm. 59.   
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dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan 
kata karena kealpaannya, misalnya pada pasal 359, 360, 
dan 195, di dalam beberapa terjemahan kadang-kkadang 
dipakai istilah.. karena kesalahannya 
4) Delik commissionis dan Delik omissionis 
a. Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit 
dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, 
menembak, mengancam, dan sebagainya 
b. Delik omissionis dapat kita jumpai pada pasal 522 
(tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai  saksi), 
pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan 
jahat). 
10
 
Disamping itu, yang disebut delik commissionis 
peromissionem commisa. Misalnya seorang ibu yang sengaja 
tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi 
dengan maksud agar anak itu meninggal (pasal 338), tetapi 
dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak dapat di dalamnya 
hukum pidana. Juga seorang penjaga pintu lintasan kereta api 
yang tidak menutup pintu itu sehinngga terjadi kecelakaan 
(pasal 164). 
                                                             
10Ibid. hlm. 60.   
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5) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) 
Delik aduan (klachtdelict) adalah tindak pidana yang 
penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan 
dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya 
penghinaan, perzinahan, pemerasan, jumlah delik aduan ini 
tidak banyak terdapat di dalam KUHP.Siapa yang dianggap 
berkepntingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan 
yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan 
adalah suami atau istri yang bersangkutan. 
Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan 
absolute,yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, 
dan delik aduan relative disini karena adanya hubungan 
istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian 
dalam keluarga (pasal 367 ayat (2)  dan (3). 
11
 
Beberapa waktu yang lalu ada usuul agar delik 
perzinahan tidak lagi dimassukkan sebagai delik aduan, tetapi 
sebagai delik biasa.Ternyata banyak yang menentang, sebab 
hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses 
penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan 
terhadap pelaku kejahatan jika dalam tertangkap tangan, 
yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. 
                                                             
11 Ibid..hlm. 61.   
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Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, 
dan sebaginya, yang semula merupakan delik aduan di 
dalam UU hak cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai 
delik aduan. 
6) Jenis Delik yang lain 
Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut 
dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain,: 
a. Delik berturut-turut (voortgezet delict): yaitu tindak  
pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya  mencuri 
uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus 
ribu rupiah 
b. Delik yang berlangsung terus: mislanya tindak piddana 
merampas kemerdekaan orang lain, dirinya adaah 
perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. 
c. Delik berkualifikasi (geprivilligeerd delict), yaitu tindak 
pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada 
malam hari, pennganiayaan berat(pasal 351 ayat 3 dan 
4). Hendaknya  tidak dikacaukan dengan kualifikkasi 
dari delik yang artinya adalah nama delik itu. 
d. Delik dengan privilege (gepriviligeerd deliict), yaitu 
delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi 
oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (pasal 
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341), ancaman pidananya lebbih ringan dari pada 
pembunuhan biasa 
e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan 
Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadp keselamatan 
kepala Negara  dan sebagainya (bab 1 – IV buku II 
KUHP), dan juga tindak pidana subversi. 
f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperrti hakim, 
ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang 
disebutkan di dalam pasal KUHP. 
12
 
d. Tindak Pidana Pencurian 
1) Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan 
ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat 
yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan 
ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh 
komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat 
terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam 
semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, 
kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.
13
 
                                                             
12 Ibid..hlm. 62.   
13 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001),  hlm. 56. 
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Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan 
kehendak negara yang di jalankan oleh pemerintah untuk 
mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang 
berada dalam wilayahnya.Perlindungan yang diberikan oleh 
suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-
macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena 
hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. 
Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap 
masyarakat yang ada.
14
 
e. Jenis-jenis Pencurian 
Penyusun Undang-Undang mengelompokan tindak pidana 
pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan 
yang terdapat pada buku II KUHPidana yang diatur dalam pasal 
362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana yang ditur dalam pasal 
362 sampai dengan pasal 367 KUHPidana. Delik pencurian 
terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu: 
1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana) 
Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian 
pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP  
“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya 
atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk 
memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, dipidana 
                                                             
14 Ibid . 
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karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 
tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00.”.15 
Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa 
pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian 
dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 
KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut:“Barangsiapa 
mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian 
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”. 
Berdasarkan rumusan pasal 362 KUHPidana, maka unsur-
unsur pencurian biasa adalah: 
a) Barang siapa 
b) Mengambil barang sesuatu 
c) Barang kepunyaan orang lain 
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.16 
2) Pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUHPidana) 
Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara 
Doctrinal disebut sebagai “Pencurian yang dikualifikasikan”. 
Hal  ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan 
dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, 
                                                             
15 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung,2003)  
hlm.17. 
16 Ibid. 
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sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan 
pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh 
karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan 
yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan 
tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian 
terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dilihat dalam 
bentuk pokoknya. 
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam pasal 363 
KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan adalah 
1) Unsur-unsur pencurian pasal 362 KUHPidana 
2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam pasal 363 
KUHPidana yang meliputi: 
a) Pencurian ternak (pasal 363 ayat (1) ke-1 
KUHPidana) 
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, 
gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung 
api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan 
kereta api, hura-hara, pemberontakan, atau  bahaya 
perang (pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana) 
c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang 
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di 
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ketahui oleh yang berhak (pasal 363 ayat (1) ke-3 
KUHPidana) 
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang 
bersekutu (pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana) 
e) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, 
dan sebagainya (pasal 363 ayat 1 ke-5 
KUHPidana) 
f) Pencurian ringan (pasal 364 KUHPidana) 
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki 
unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang 
pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang 
meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan jenis 
pencurian ini diatur dalam ketentuan pasal 364 KUHPidana 
yang menentukan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 
363 No 4.
17
 
Setelah pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan 
perkara dari penuntut umum (kejaksaan Negeri), ketua 
mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang 
pengadilan yang dipimpinnya (pasal 147 KUHAP) 
diterangkan dalam pasal 363 No 5, asal saja tidak dilakukan 
dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup 
yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu 
                                                             
17 Ibid..hlm 19.  
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tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai 
pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 
tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900. 
Berdasarkan rumusan pasal 364 KUHPidana, maka 
unsur-unsur pencurian ringan adalah: 
1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362) 
2. Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara 
bersama-sama atau 
3. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau 
mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, 
memecah, memanjat, kunci palsu dan sebaginya, jika 
a) Tdk dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang 
tertutup yang ada rumahnya. 
b) Nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh 
rupiah. 
4. Pencurian dalam kalangan keluarga 
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan 
pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian 
dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun 
korbannya masih dalamm satu keluarga, misalnya yang 
terjadi, apabila seseorang suami atau istri melakukan 
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(sendiri atau membantu (orang lain) pencurian terhadap 
harta benda istri  atau suaminya. 
18
 
f. Pencurian Dengan Pemberatan 
Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat 
diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu 
pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat 
dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya 
lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau 
lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP 17. 
Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.
19
 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam 
1. Tindak pidana (jari>mah) 
a. Pengertian Jari>mah 
Jarimah berasal dari kata ََمَرَج yang sinonimnya َبسكَعطقو  
artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini 
khusus untuk  usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh 
manusia.
20
Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu definisi yang 
jelas, bahwa jarimah itu adalah Melakukan setiap perbuatan yang 
                                                             
18 Emik Nurmayrahayu, “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus, Putusan No 01/Pid.sus Anak/2014/PN.Mrs), 
Skripsi universitas hasanudin makasar”, 2005 
19 P.A.F.Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik khusus:Kejahatan Terhadap Harta 
Kekayaan, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), Hlm.34. 
20 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,  (Sinar Grafika, 
Jakarta, 2004), Hlm.9. 
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menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus 
(agama).
21
 
Dari keterangan ini jelaslah bahwa jarimah menurut arti bahasa 
adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang 
tidak baik, dibenci oleh manusai karena bertentangann dengan 
keadilan, kebenaran, dan jalann yang lurus (agama) 
Pengertian jarimah tersebut diatas adalah penngertian yang 
umum, di mana jarimah itu disamakan dengan (dosa) dan 
(kesalahan), karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran 
terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut 
mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. 
a. Unsur-unsur jari>mah 
Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu  pebuatan di 
anggap delik (jarimah) bila memenuhi syarat dan rukun. Adapun 
rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): pertama, 
rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada 
setiap jarimah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang 
harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.
22
 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah 
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22 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: teras, 2009), hlm. 10.  
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1. Unsur Formil. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap 
melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali 
adanya nash atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam 
hukum positif masalah ini dikenal dengan istilah asas 
legalitas, yaitu suattu perbuatan tidak dapat dianggap 
melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksii 
sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam 
syariat islam lebih dikenal dengan istilah ar-rukn asy-
syar’i.kaidahh yang menndukung unsur ini adalah “tidak 
ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak 
ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan 
nas”. Kaidah lain menyebutkan ”tiada hukuman bagi 
perbuatan mukallaf sebelum ketentuan nas” 
2. Unsur materil (sifat melawan hukum). Artinya adanya 
tiingkah  laku seseorang yang membentuk jarimah, baik 
denga sikap berbuat maupun  sikap tidak berbuat. Unsur ini 
dalam hukum pidana islam disebut dengan ar-rukn al-madi 
3. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya, pelaku jarimah 
adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban 
pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syari’at 
islam unsur moril disebut  dengan ar-rukn al-adabi haliman 
dalam desertasinya menambahkan dan dapat disesalkan, 
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artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan 
karena dipaksa atau karena pembelaan diri. 
Unsur-unsur umum diatas tidak selamnya terlihat jelas dan 
terang, namun dikemukakann guna mempermudah dalamm 
mengkaji persolan-persoalan hukum pidana islam dari sisi kapan 
peristiwa pidana terjadi. 
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Kedua, unsur khusus, yang dimaksud dengan unsur khusus 
ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) 
tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang 
satu dengan jenis jarimah yang laiinnya.Misalnya pada jarimah 
pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan 
itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik 
orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada 
penguasaan pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, 
bahwa benda itu berupa harta, ada pada tempatt penyimpanan dan 
mencapai nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian 
tidak sama dengan jarimah hirabah (penyamunan), pelakunya 
harus mukallaf, membawa senjata,, jauh dari keramaian dan 
menggunakan senjata. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara  unsur 
yang umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur 
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11.  
37 
 
 
umum jarimah  macamnya hanya satu dan sama pada setiap 
jarimah, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta 
berbeda-beda pada setiap  jenis jarimah.
24
 
b. Macam-Macam Jarimah 
1) Jarimah Hudud  
Jarimah Hudud yaitu perbuatan yang melanggar 
hukum, jenis dan ancaman hukumannya ditentukann oleh 
nash, yaitu hukuman had  (hak allah). Hukuman had yang 
dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi  dan 
tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau  
walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para 
ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori  dalam jarimah 
hudud ada tujuh, yaitu, zina, qazf (menuduh zina), pencurian, 
perampokan atau penyamunan (hirabah), pemberontakan (al-
baghy), minum-minumann  keras, riddah (murtad). ketujuh 
macam jarimah hudud tersebut akan dibahas dalam bab 
tersendiri. 
2) Jarimah qisas diyat  
Hukuman qisas maupun diyat merupakan hukuman 
yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan 
tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan 
walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak 
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allah semata. Hukum qisas diyat penerapannya ada beberapa 
kemungkinan, seperti hukum qisas bisa berubah menjadi 
diyat, hukuman diyat menjadi dimaafkan dan apabila 
dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. 
Yang termasuk dalam kategorii jatrimah qisas diyat, 
pembunuhan sengaja (al-qatl amd), pembunuhan semi 
sengaja (al-qatl sibh al-amd), pembunuhan keliru (al-qatl al-
khata’), pennganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), 
penganiayaan salah (al-jarh al-khata’). 
3) Jarimah Ta’zir 
Jarimah Tazir yaitu memberi pelajaran, artinya sesuatu 
jarimah yang diancam dengan hukum ta’zir yaitu hukuman 
selain had dan qisas diyat. Pelaksanaan hukuman ta’zir baik 
yang jenis  larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik 
perbuatan itu menyangkut hak allah atau hak perorangan, 
hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pennguasa 
Hukuman dalam jarimah ta’zir tidak ditentukan 
ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menetukan batas 
terendah dan ttertinggi diserahkan sepenuhnya kepada  hakim 
(penguasa). Dengan demikian syari’ mendelegasikan kepada 
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hakim untuk menentukan bentuk-bentuk danhukuman kepada 
pelaku jarimah.25 
2. Jarimah pencurian (sariqah) 
Sariqah (Pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil 
harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta 
tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini Al-Khatib yang disebut 
pencurian adalah mengambil barang secaara sembunyi-sembunyi 
ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan 
dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat 
tertentu.
26
Salim al-uwa mengartikan pencurian sebagai mengambil 
barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang 
tersebut.
27
 
Al-qur’an menyatakan, oraang yang mencuri dikenakan hukum 
potong tangan. Hukum potong taangan sebagai sanksi bagi jarimah (delik 
pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 38: 
 ٌزيِزَع ُهَّللَاو ِهَّللا َنِم اًلاَكَن اَبَسَك اَمِب ًءاَزَج اَمُهَيِدِيَأ اىُعَطْقاَف ُةَقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو
ٌميِكَح 
artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
                                                             
25  Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 
14.  
26  Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 
145. 
27Ibid 
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mereka kerjakan dan sebagai  siksaan dari allah, dan allah mahha 
perkassa lagi maha bijaksana 
a. Syarat-Syarat hukuman 
Agar Hukuman Itu Diakui keberadaannya maka harus dipenuhi 
tiga syarat.Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. 
1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara’ 
Hukum dianggap mempunya dasar (syari’iyah) 
apabila didasarkan kepada sumber-sumber syara’, seperti al-
qurr’an, as-sunnah, ijma’, atau undang-undang yang 
ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulul amri) seperti 
dalam hukuman ta’zir.Dalam hal hukuman ditetapkan ooleh 
ulul amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan-ketentuan syara’.Apabila bertentangan maka 
ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. 
Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang 
hakim tidak boleh menjatuhkann hukuman atas dasar 
pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwaa 
hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari hukuman 
yang telah ditetapkan. 
28
 
Sebagian orang mungkin menduga bahwa syariat 
islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk 
bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman. 
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Dugaan ini tentu saja merupakan dugaan yang keliru dan 
tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh 
ketidaktahuan mereka tentang hukum Islam. Sebagaimana 
telah diraikan dalam pembicaraan mengenai jarimah, dan 
nanti akan diperjelas dalam pembagian hukuman, syariat 
islam membagi hukuman kepada tiga bagian, yaitu hudud, 
qishash, dan ta’zir. Hudud dan qishash merupakan 
hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan 
tidak ada peluang bagi penguasa (hakim) untuk 
menguranginya, menambahnya, atau menggantinya dengan 
hukuman yang lain. Pencurian misalnya, hukumannya 
adalah potong tangan. Apabila tinndak pidana telah dapat 
dibuktikan maka hakim tidak berwenang untuk menghukum 
pencuri dengan hukuman lain selain hukuman potong 
tangan, kecuali ada alsan-alassan yang sah yang dapat 
menghalangi dan menggugurkannya, seperti pencurian oleh 
ayah terhadap harta anaknya. Dengann demikiann 
kewenangann hakim dalam jarimah hudud dan qisash 
sangat terbatas.
29
 
Adapun dalam jarimah dan hukuman ta’zir, 
kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak berarti boleh 
bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena syara’ 
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menetapkan hukuman ta’zir dengan cara menetapkan 
sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti 
peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman nanti. 
Dalam konteks ini, hakim diberi keleluasan untuk memilih 
mana diantara hukuman-hukuman tersebut yang paling 
sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya, juga 
dalam menetapkan jumlah besarnya hukuman dari hukuman 
yang paling rendah sampa hukuman paling tinggi. 
Pemberian kewenangan yang luas kepada hakim tersebut 
memberikan kemmudahan baginya untuk menetapkan suatu 
perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dengan 
hukuman yang menjaga masyarakat dari perbuatan jarimah, 
sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya. 
Kkewenangan hakim yang luas tersebut tidak bisa 
digunakan dengan sewenang-wenang, karenaa ia tidak dapat 
menghukum yang telah ditetapkan secara resmi dan jugga ia 
tidak dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang tidak 
sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. 
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2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan) 
Hukum disayaratkan harus bersifat pribadi atau 
perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus di 
jatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan 
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tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini 
merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan 
olehh syariat islam dan ini telah dibicarakan berkaitan 
dengan masalah pertanggungjawaban. 
3. Hukuman Harus Berlaku Umum 
Selain dua syarat yang telah disebutkan diatas, 
hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti 
hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya 
diskriminasi, apa pun pangkat, jabatan, status, dan 
kedudukannya. Didepan hukum semua orang statusnya 
sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, 
antara pejabat dengan rayat biasa, antara bangsawan dengan 
rakyat jelata. 
Didalam hukum pidana Islam, persaman yang 
sempuurna itu hannya terdapat dalam jarimah dan hukuman 
had hukuman had atau qisas, karena keduanya merupakan 
hukuman yang telah ditentukan syara’. Setiap orang 
melakukan jarimah hudud seperti zina, pencurian, dan 
sebagainya, akan dihukum dengan hukuman ta’zir, 
persamaan dalam jenis dan kadar hukuman, tentu saja tidak 
diperlakukan. Sebab apabila demikian keadaannya maka 
ta’zir itu adalah persamaann dalam aspek dampak 
hukumman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan 
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memperbaikinya.Sebagian pelaku mungkin cukup dengan 
hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjaara, dan 
sebagiann lagi mungkin harus di dera atau bahkan ada pula 
yang harus dikenakan hukuman mati.
31
 
Menurut pendapat Imam Syafi’i 
Imam Syafi’i berkata: apabila seseorang mengadu 
telah mencuri satu kali, dan barang yang dicuri seharga 10 
Dirham atau lebih, maka sesungguhnya abu hanifah 
rahimahullah berpendapat memotong tangannya, ia 
mengatakan bahwa apabila tidak memotongnya, maka 
dijadikan sebagai utang yang harus ia bayar dan tidak ada 
potong tangan dalam masalah utang-piutang. Sementara 
ibnu laila berpendapat bahwa tangan pencuri tersebut tidak 
dipotong sehingga ia mengaku dua kali, pendapat terakhir 
inilah yang mulanya dipegang oleh abu yusuf, namun 
kemudian ia mengambil pendapat abu hanifah. 
32
 
Imam Syafi’i berkata:apabila seseorang mengaku 
telah mencuri satu kali tanpa mau melarat pengakuan itu, 
sementara barang curian telah mencapai batas yang 
diberlakukan hukuman potong tangan, maka tangan pencuri 
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(Jakarta:pustaka azzam, cet 1, 2005), hlm 202.  
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ini  dapat dipotong, sama saja apakah pengakuannya itu 
dilakukan satu kali atau lebih. 
Jika seseorang  berkata, “sebagaimana aku tidak 
memotong tangannya kecuali setelah melakukan dua kali 
pengakuan).” Maka dapat dikatakan kepadanya, “engkau 
akan memotong tangannya bila diberi kesaksian oleh dua 
orang dan menyamakan hal itu dengan pengakuan, padahal 
engkau tidak memperhatikan bagaiman ia melarat 
pengakuannya. Bahkan, meskipun pencuri itu mengaku 
dihadapanmu seratus kali lalu ia melarat pengakuannya, 
niscaya engkau memotong tangannya.” 
Apabila seseorang berkata,: “demikian juga halnya 
apabila para saksi melarat kesaksian mereka, dimana kita 
tidak dapat memotong tangannya.” Maka katakan padanya, 
“apabila para saksi melarat kesaksian mereka, kemudian 
kembali memberi kesaksian baru, maka kesaksian mereka 
ditolak, sedangkan apabila tersangka melarat pengakuannya 
kemudian ia kembali dan mengakuinya, maka hal ini 
diterima darinya, dengan demikian, pengakuan berbeda 
dengan kesaksian, baik pada tahap awal maupun pada tahap 
berikutnya.” 
Imam Syafi’i berkata: apabila orang yang dicuri 
barangnya tidak ada, maka pencuri harus ditahan sehingga 
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pemilik barang yang dicuri datang, karena mungkin saja 
pemilik barang akan memberi jalan keluar kepada si pencuri 
sehingga digugurkan hukuman potong tangan darinya maupun 
dengan jaminan. 
Adapun bila barang yang dicuri senilai dengan 5 
dirham, maka sesungguhnya Abu Hanifah Rahimahullah 
mengatakan bahwa tidak ada hukum potong tangan padanya. 
Telah sampai berita kepada kami dari rasulullah SAW, 
dari Ali RA, dan dari Ibnu Mas’ud RA, mereka mengatakan 
bahwa tidak ada hukuman potong tangan kecuali pada 10 
Dirham. 
33
 Pendapat inilah yang dipegang oleh abu yusuf. 
Sedangkan ibnu abu laila mengatakan bahwa tangan pencuri 
dipotong apabila barang yang dicuri senilai dengan 5 Dirham: 
dan tangannya tidak dipotong apabila mencuri barang yang 
nilainya lebih sedikit dari itu. 
Imam syafi’i berkata: telah dikabarkan kepada kami oleh 
orang isiqah (yang terpercaya) dari Abdullah bin umar bin 
hafsh dan sufyan bin unaaiyah. Dari Az-Zuhri, dari Amrah, 
dari Aisyah RA, bahwaasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“hukuman potong tangan berlaku pada pencurian senilai 
seperempat dinar atau lebih .” 
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Imam syafi’i berkata:apabila dua orang memberi 
kesaksian terhadap seseorang bahwa ia telah mencuri, 
sementara pemilik barang yang dicuri tidak ada, maka 
sesungguhnya abu hanifah rahimahullah mengatakan tidak 
menerima kesaksian apabila pemilik barang yang dicuri tidak 
ada. Bagaimana menurut pendapatmu apabila pemilik barang 
itu mengatakan bahwa barangnya tidak pernah dicuri 
sedikitpun, apakah engkau akan memotong tangan pencuri itu? 
Pendapat ini menjadi pandangan abu yusuf.Sedangkan ibnu 
abu laila mengatakan menerima kesaksian atas si pencuri dan 
memotong tangan pencuri tersebut. 
Imam syafi’i berkata: apabila dua orang memberi 
kesaksian terhadap seseorang bahwa ia telah mencuri, 
sementara pemilik barang yang dicuri tidak ada, maka aku 
menerima kesaksian tersebut serta bertanya tentang keadaan 
para saksi, namun aku mengakhirkan pelaksanan potong 
tangan hingga pemilik barang yang dicuri datang. 
Imam Syafi’i berkata: apabila seseorang melakukan 
pengakuan dua kali bahwa ia telah mencuri, dan melakukan 
pengakuan empat kali bahwa ia telah berzina kemudian ia 
mengingkarinya, maka sesungguhnya abu hanifah 
rahimahullah mengatakan bahwa kita dapat menggugurkan 
hukuman fisik darinya pada kedua kasus itu, tapi kita 
48 
 
 
menetapkan baginya ganti rugi atas barang yang dicuri. Telah 
sampai kepada kami riwayat dari rasulullah SAW ketika ma’iz 
bin malik mengaku telah berzina dihadapan beliau, lalu beliau 
pun memerintahkan untuk merajamnya. Namun Ma’iz 
melarikan diri ketika dirajam (ditimpa dengan batu).Maka 
rasulullah SAW bersabda. 
“alangkah baiknya jika kalian melepaskannya.” 
Hal itu diceritakan kepada kami oleh abu  
hanifahrahimahullah melalui jalur periwayatannya hingga nabi 
SAW. Demikianlah pendapat yang diambil oleh abu 
yusuf.Sedangkan ibnu abu laila berpendapat tidak menerima 
pengingkarannya pada kedua kasus itu, bahkan tetap menjatuhi 
hukuman yang telah ditetapkan. 
Imam syafi’I berkata: apabila seseorang mengaku 
berzina, minum khamer atau mencuri, kemudian ia melarat 
pengakuannya, maka aku menerima ralatan tersebut sebelum 
ditegakkan hukuman padanya hal ini diqiyaskan bahwa nabi 
SAW bersabda tentang ma’iz, “alangkah baiknya bila kalian 
meninggalkannya” demikian pula halnya dengan setiap 
hukuman yang berkenaan dengan hak allah. 
Adapun hukuman yang ada padanya hak manusia, 
maka itu mengikat bagi orang yang telah mengakuinya dan 
tidak diterima pengingkarannya.Aku mengharuskannya untuk 
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mengganti rugi barang yang dicuri, karena itu termasuk hak 
manusia.
34
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DESKRIPSI PERKARA PENGADILAN NEGERI KLATEN NOMOR 
195/Pid.B/2018/ PN. Kln TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN 
DENGAN PEMBERATAN 
 
A. Deskripsi Perkara Nomor 195/Pid.B/2018/PN Kln 
1. Kronologi Kasus 
Terdakwa pada waktu itu bertepatan paada hari sabtu 25 Agusutus 
2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat diangkringan di daerah 
Ngarsopuro Banjarsari Surakarta “Mengambil Barang Tanpa Seizin dan 
Sepengetahuan Saksi Korban, Seakan-akan Milik terdakwa sendiri dan 
menggunaakan sesuai dengan kehendaknya, dengan maksud untuk 
dimiliki” 
Peristiwa tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 
2018 pukul 19.00 WIB berada di masjid al-huda di dukuh Cawan Rt.03 
Rw 03 Desa Cawan kecamatan Jatinom kab.Klaten atau setidak-tidaknya 
pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 berawal dari terdengar 
suara adzan terdakwa Nico Stefan Purnomo bin Hendro Purnomo yang 
berboncengan dengan Saksi Fajar Taufiq Hidayat dengan sepeda motor 
Honda mega pro milik terdakwa (DPB) dan saksi Fajar Agung Wibawa 
bin Muhammad Fajri yang berboncengan dengan sepeda motor Kawasaki 
blitz bersama saksi Muhammad Ryan Agung Wibawa bin Muhammad 
Fajri akan menunaikan ibadah sholat isya di Masjid al-Huda di Dukuh 
Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten sedangkan saksi 
Muhammad Ryan Fahmi dan saksi Fajar Taufiq Hidayat disuruh 
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menunggu di pos ronda karena tidak menunaikan sholat bahwa setelah 
keduanya selesai wudhu suasana sudah sepi karena ibadah sholat sudah 
dimulai lalu terdakwa diberitahu oleh saksi Fajar Agung Wibawa bin 
Muhammad Fajri ada sepeda motor yang kunci kontaknya masih 
tergantung, seketika itu niat untuk sholat diurungkan oleh terdakwa dan 
timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. 
Bahwa terdakwa kemudian menuju keparkiran sepeda motor, 
sesampai ditempat parkir selanjutnya tanpa seijin pemiliknya terdakwa 
mengambil sepeda motor Honda grand warna hitam streping warna biru 
nopol AD-4615-FL tersebut lalu dikuasainya dengan cara langsung 
dihidupkan kemudian dibawah keluar dari halaman masjid dengan 
maksud untuk dimiliki kemudian terdakwa dan saksi Fajar Agung 
Wibawa bin Muhammad Fajri dengan mengendarai sepeda motor lalu 
menghampiri kedua temannya yang menunggu dipos ronda, lalu 
terdakwa maupun saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad Fajri 
dengan tergesa-gesa mengajak saksi Fajar Taufik Hidayat dan saksi 
Muhammad Riyan Fahmi als. Pesing dengan kata “ayo” lalu saksi Fajar 
Taufik Hidayat dan saksi Muhammad Ryan Fahmi als pesing menyusul 
terdakwa dan saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad Fajri dengan 
sepeda motornya. Bahwa setelah sampai di passer gabus Jatinom mereka 
berempat berhenti lalu terdakwa mengecek bensin sepeda motor yang 
diambilnya. 
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Bahwa setelah bensin diperkirakan cukup, kemudian mereka 
berempat menuju kerumah saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad 
Fajri, terdakwa menitipkan sepeda motornya, kemudian sepeda motor 
Honda grand nopol AD-4615-FL dibawa pulang kerumah terdakwa 
dengan maksud akaan dijual dan sepeda motor tersebut ditawarkan di 
grub iblis (info balap liar Sragen), dan dibeli oleh saksi Andi Sujoko 
seharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), dari hasil penjualan sepeda 
motor tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp. 800.000, (delapan ratus 
ribu rupiah), lalu diberikan kepada saksi Fajar Taufik Hidayat sebesar 
Rp. 200.000, (delapan ratus ribu rupiah), akibat perbuatan terdakwa saksi 
Sumarwan selaku pemilik sepeda motor Honda grand warna hitam 
streping warna biru nopol AD-4615-FL mengalami kerugian sebesar 
5.000.000, (lima juta rupiah). 
2. Pembuktian dalam Persidangan 
Untuk membuktikan dakwaan tersebut penuntut umum telah 
memberikan bukti-bukti berupa: 
a. Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda supra X warna hitam 
b. Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda warna hitam 
c. Satu unit sepeda motor  merk supra X warna hitam 
d. Satu unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam 
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e. Satu buah hand phone merk Samsung 
f. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki blitz R warna putih 
g. Satu buah handphone merk samsunng model  SM-G313HZ warna hitam 
h. Satu buah hand phone merk Samsung model  S5312  warna putih 
3. Tuntutan 
Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Nico Sttefan Purnonmo terbukti secara sah 
melakkukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara 
selama (satu) tahun (enam) bulan 
c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan 
d. Menetapkan terdakwa tetap berada pada tahanan 
e. Menetapkan agar barang bukti berupa satu buah BPKB, satu buah 
motor, satu buah hand phone dikembalikan kepada :saksi H. Mariyana 
dan saksi  Sumarwan 
f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 
2.000 (dua ribu rupiah 
 
 
 
54 
 
 
 
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 
195/pid.B/ 2018/PN.kln 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang 
dihubungkan  dengan alat bukti yang diajukan dalamm persidangan,  majelis 
hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai  berikut: 
a. Bahwa terdakwa Nico Stefan bin Hendro Purnomo  telah terbukti melakukan 
tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
b. Bahwa terdakwa terbukti telah merugikan korban sebesar Rp. 5.000.000.00 
(lima juta rupiah) 
c. Terbukti telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 
KUHP 
Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapt menjadikan terdakwa 
dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum 
dalam surat dakwaan kedua yaitu melannggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1).  Unsur Barang siapa 
Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu 
menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi 
semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan 
pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja 
yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa 
adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar 
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2).  Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagia kepuyaan orang 
lain 
Berdasarkan alat bukti yang diajukandipersidangan bahwa pada 
tanggal 25 Agustus 2018 sekitar jam 19.00 WIB bertempat dihalaman 
masjid al-huda Dk/dz. Cawan Rt.03 Rw. 02 kec.Jatinom kab.Klaten 
terdakwa bersama-sama dengan saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad 
Fajri telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor honda grand 
warna hitam streping biru tahun 1994 noAD-4615-FL dan sepeda motor 
Honda supra X warna hitam streping merah tahun 1999 nopol AD-4315 YD 
yang didalamnya terdapat sebuah hand phone merk Samsung model SM-
B310E warna biru tua dengan nomor Imei1: 359941/06/293395/9, Imei2: 
359942/06/293395/7 dengan sim card 081915240325 sudah berpindah 
tempat. 
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah memindahkan 
barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa ijin berada dlam tangan 
terdakwa atau kekuassaan terdakwa sehingga terdakwa dapat dengan leluasa 
menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya 
1) Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di 
persidangan, telah diperoleh fakta yang bahwa barang yang diambil oleh 
terdakwa dan saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad Fajri berupa 
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Sepeda motor Honda grand warna Hitam streping biru Tahun 1994 
nopol AD-4615-FL Seluruhnya milik saksi Sumarwan sedangkan 
sepeda Motor Honda supra X Warna hitam streping Merah tahun 1999 
nopol AD-4315-YD yang didalamnya terdapat sebuah Hand phone merk 
Samsung Model SM-B310E warna biru tua Dengan nomor Imei: 
359941/06/293395/9, Imei2: 359942/06/293395/7 Dengan sim card 
081915240325 Seluruhnya milik saksi H.Mariyana Bin Karso Dimejo, 
fakta Tersebut diperoleh berdasarkan Persesuaian keterangan Para saksi 
Masing-Masing keterangannya Telah dibenarkan dan Diakui oleh 
terdakwa Sendiri, bahwa Sepeda motor Honda grand Warna hitam 
streping biru Tahun 1994 nopol AD-4615-FL Dan sepeda Motor Honda 
supra X warna Hitam streping Merah tahun 1999 Nopol AD-4315-YD 
yang Didalamnya Terdapat Sebuah hand Phone merk samsunug Model 
SM-B310E Warna biru tua Dengan nomor Imei : 359941/06/293395/9, 
Imei2: 359942/06/293395/7 Dengan sim card 081915240325 CK166258 
nosin JF51E3146557 Yang diambil terdakwa Bersama-Sama dengan 
saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad Fajri Adalah milik orang 
lain Yaitu milik saksi H.Mariyana Bin Karso Dimejo dan saksi 
Sumarwan Dan bukanlah Milik terdakwa. 
Menimbang, Bahwa dengan demikian Terdakwa telah 
Mengambil Barang tersebut Tanpa seijin dan Sepengetahuan saksi 
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korban, Seakan-akan milik terdakwa sendiri dan menggunakan sesuai  
dengan Kehendaknya  Padahal terdakwa bukan Pemiliknnya. 
2) Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih 
Kemudiann  terdakwa Mengambil sepeda Motor Honda grand 
warna hitam streping biru tahun 1994 Nopol AD-4615-FL Sedangkan 
saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad Fajri mengambil sepeda 
motor Honda supra X warna hitama streping merah tahun 1999 nopol 
AD-4315-YD yang didalamnya terdapat sebuah hand phone merk 
Samsung model SM-B310E warna biru tua dengan nomor Imei1; 
359941/06/293395/9, Imei : 359942/06/293395/7 dengan sim card 
081915240325. 
Menimbang, bahwa oleh terdakwa kedua sepeda motor hasil 
kejahatannya bersama dengan saksi Fajar Agung Wibawa bin 
Muhammad Fajri dijual melalui akun facebook iblis (info balap liar 
Sragen) dan sepeda motor Honda supra X warna hitam streping merah 
tahun 1999  yang nomor polisinya dibuang, lalu dijual dan dibeli oleh 
saksi Suyanto dengan harga Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh rupiah) 
sedangkan sepeda motor Honda grand warna hitam streping biru tahun 
1994 nopol AD-4615 FL dibeli oleh saksi Andi Sujoko seharga 
Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan dari penjualan kedua sepeda motor 
tersebut terdakwa mendapat bagian dan penjualan sepeda motor grand 
sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup 
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mulut, dari penjualan sepeda motor honda supra x mendapat bagian 
sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi oleh 
saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad Fajri sebesar Rp.20.000, 
(dua puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Fajar Agung Wibawa bin 
Muhammad Fajri dari penjualan honda supra X mendapat bagian 
Rp.700..000, (tujuh ratus ribu rupiah) lalu dibagi dengan 
sdr.Muhammad Ryan Fahmi masing-masing mendapat bagian 
Rp.350.000, sebagai uang tutup mulut. 
Menimbang, bahwa ayat ke angka 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, 
maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan 
primair Penuntut Umum. 
Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum terbukti 
secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selanjutnya tidak relevan 
untuk dibuktikan lagi. 
Menimbang, bahwa dalam persidangann Majelis Hakim tidak 
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 
terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mempertanggung 
jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. 
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah 
dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan 
agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
Menimbang bahwa selanjutnya majlis hakim akan 
mempertimbangkan dakwaan terlebih dahulu sebelum majelis hakim 
akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan sebelum 
dakwaan subsidair dibuktikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang 
merinngankan, penuntutumum mengajukan barang bukti di persidangan 
yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi. 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 
dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
Menimbang, barang bukti berupa: 
1) Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda supra X warna 
hitam tahun 1999 dengan nopol AD-4315-FD an.Sri Hartati 
alamat Keringan Indah 3/11 Ds. Karang Duren kec.Sawit 
kab.Boyolali. 
2) Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda grand warna hitam 
nopol AD-4615 FL an. Sarono alamat Mangkurejo Rt.49/24 Ds. 
Socokangsi kec.Jatinom kab. Klaten 
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3) Satu unit sepeda motor merk Honda supra X warna hitam tahun 
1999 tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya 
4) Satu unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam tahun 
1994 nopol AD-4615-FL beserta kunci kontaknya 
5) Satu buah hand phone merk Samsung model SM-B310E warna 
biru tua dengan nomor Imei: 359941/06/293395/9, Imei2: 
359942/06/293395/7 
6) Satu unit sepeda motor merk Kawasaki blitz R warna putih tahun 
2004 nopol Ad-3717-JS 
7) Satu buah hand phone merk Samsung model SM-G313HZ warna 
hitam didalamnya terpasang simcard ooredoo dengan nomor 
0857009761990 
8) Satu buah hand phone merk Samsung model GT S5312 warna 
putih dengan nomor Imei 1 :357099/05/053650/8, Imei 2 : 
357126/05/053650/9 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda 
astrea grand yang telaah dipergunakan untuk melakukan kejahatan 
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk 
dimusnahkan 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
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Keadaan yang memberatkan 
a) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat 
b) Terdakwa pernah dihukum 
c) Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya 
Keadaan yang meringankan 
a) Bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali 
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 
perbuatannya 
b) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai 
anak yang baru lahir 
C. Amar Putusan 
Bahwa atas tuntutan tersebut hakim memutuskan sebagai berikut: 
a. Menyatakan terdakwa Nico Stefan Purnomo bin Hendro Purnomo, tersebut 
diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “pencurian dalam  keadaan  memberatkan” 
b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan 
c. Menetapkkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan 
e. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
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1). 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda supra X warna hitam 
tahun 1999 dengan nopol AD-4315 FD an. Sri Hartati alamat Keringan 
Indah 3/11 Ds. Karang Duren kec. Sawit kab. Boyolali 
2). 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda supra X warna hitam tahun 1999 
tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya 
a. 1 (Satu) buah hand phone merk merk Samsung model Samsung SM-
B310E warna biru tua dengan nomor Imei : 359941/06/293395/7 
Dikembalikan kepada saksi H.Mariyana bin Karso Dimejo 
3). 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda grand warna hitam 
nopol AD-4615-FL 
4)  1 (satu) unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam tahun 1994 
nopol AD-4615 beserta kunci kontaaknya 
Dikembalikan kepada saksi Sumarwan 
5)  1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki blitz R warna putih tahun 
2004 nopol AD-3717-JS 
6) satu buah hand phonee merk Samsung model SM-G313HZ warna 
hitam didalamnya terpasang simcard indosat oredo dengan noor 
085700761990 
7). satu buah hand phone merk Samsung model GT S5312 warna putih 
dengan nomor Imei 1 357099/05/053650 Imei 2 : 
357126/05//053650/9 (Dirampas untuk Negara) 
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f. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
2.000.00 (Dua ribu rupiah) 
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLATEN 
NO. 195/PID.B/2018/PN. KLN TENTANG TINDAK PIDANA 
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN 
 
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan 
Negeri Klaten Nomor 195/Pid.B/2018/PN.Kln Tentang Tindak 
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan 
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).Sedangkan 
istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan 
atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata 
“perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”.Kekuasaan kehakiman 
adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila, 
demi terselengaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 
1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009), Berhakim berarti minta diadili 
perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap 
seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya 
istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang 
bijaksana. Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib 
menjaga.
1
  
                                                             
1
Andi hamzah, Hukum Acara Indonesia, (Jakarta Sinar Grafika 2004) hlm. 95. 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).
2
 
Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 
tentang  pencurian dengan pembaratan tertera dalam pasal 362 KUHP 
yang rumusannya adalah:  “Barang siapa mengambil barang sesuatu, 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum”  
Diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau pidana dendaa paling banyak Sembilan ratus rupiah.  
Keadaan yang memberatkan tertera daalam pasal 363 angka 1 ke 
4 KUHP  
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 
2. Pencurian yang diilakukan oleh dua orang atau lebih.3 
Menurut KUHAP pada Pasal 184 alat bukti yang sah yang dapat 
dijadikan dalam acara Pidana antara Lain keterangan Saksi, keterangan 
Ahli, Surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam Putusan Nomor 
140/ Pid. B/2015/PN. Kln Saksi yang Dihadirkan dalam Persidangan 
Terdapat 6 Saksi Yaitu  
a) Saksi H. Mariyana  Adalah Tetangga 1 Desa (menjadi korban Sanksi 
sendiri), 
                                                             
2Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal. 101. 
3 Tim Redaksi, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP (Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana), (Cetre Posse: Yogyakarta, 2004) hal  91.   
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b) Saksi Sumarwan kenal Dengan saksi Mariyana Sama-sama korban 
tindak Pidana pencurian Dan tidak ada Hubungan Keluarga Hanya 
tetangga Satu desa, Bahwa pada saat itu (Saksi mennunjukkan Bukti 
berupa BPKB) yang dicuri Saat itu unit sepeda motor merk Astrea 
Grand Dengan adanya Bukti kepemilikan BPKB korban  
c) Saksi Suyatno Adalah teman terdakwa Dan tidak Ada hubungan 
Keluarga, Saksi suyatno Salah Satu pembeli Sepeda Motor Supra X  
Dari hasil Curian, Kemudian sepeda Motor Dibawah ke Polres Dan 
dijadikan Sebagai Barang bukti (Dengan alsan Surat-suratnya 
Terbakar)  
d) Saksi Andi Sujoko Tidak Ada hubungan keluarga Oleh terdakwa 
Dan tidak kenal Kan Saksi mariyana, Pembeli Sepeda motor Dari 
terdakwa Dengan Harga Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah), Tidak 
adanya Surat-Suratnya baik STNK maupun BPKB, Saksi Dibawah 
Ke kantor Polisi Untuk Dimintai Keterangan  
e) Saksi Sutyas  Tahu persis Soal terjadinya Kronologi Pencurian 
Sepeda motor menurut Keterangan H.mariyana 1 Unit sepeda Motor 
merk Honda supra X, Saksi sutyas Tidak Kenal Dengan H. Mariyana 
Bahwa saksi Melakukan Penangkapan terhadap Para terdakwa Nico 
Stefan purnomo Dan terdakwa Fajar Agung Wibawa bin Muhammad 
Fajri Karena terdakwa Fajar Agung Wibawa Bin Muhammad Fajri 
tersebut Bersama AIPDA BUDI HARTONO, SH, BRIPKA 
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SYAMSI, BRIPKA BAYU YUDO PRASTOWO, SH dan 
BRIGADIR SURYA HARI . H, SH   
f) Saksi Fajar Agung Wibawa bin Muhammad Fajri adalah Teman 
terdakwa Bahwa milik orang Lain saksi Ambil bersama Sdr. Nico 
Stefan Purnomo pada Hari sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar 
jam: 19.00 Wib berupa Dua unit sepeda Motor, yang satu Unit 
Sepeda motor Honda Astrea grand Warna hitam  
Selanjutnya pembuktian Dari keterangan Terdakwa, Di persidangan  
Terdakwa Menerangkan yang Pada pokoknya:  
1. Bahwa Benar terdakwa dan Sdr. Fajar Agung melakukan 
Kejahatan tersebut dengan sarana memakai sepeda motor 
Kawasaki Blitz warna putih milik sdr. Andre yang digadaikan 
kepda Fajar Agung dan sudah ditebus oleh Andre  
2. Bahwa uang sejumlah Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah)  
3. Bahwa benar terdakwa kenal sebagai teman mengamen dan tidak 
ada hubungan keluarga  
4. Bahwa benar peran terdakwa yang mempunyai ide dan 
mengambil bersama sdr. Fajar Agung Wibawa  
5. Bahwa benar tujuan Terdakwa Mengaambil 2 Unit Sepeda motor 
dan handphone merk Samsung tersebut untuk dijadikan uang dan 
uangnya dibagi dan bisa digunakan untuk kebutuhan terdakwa  
68 
 
 
 
Sehingga di dalam kasus ini didapatkan barang bukti berupa 
antara lain: 
a. Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda supra X warna 
hitam tahun 1999 dengan nopol AD-4315 FD an. Sri hartati 
alamat keringan indah 3/11 Ds. Karang duren kec.sawit 
kab.boyolali  
b. Satu buah BPKB sepeda motor merk Honda grand warna 
hitam nopol AD-4615-FLan sarono alamat mangkurejo 
Rt.49/24 Ds.socokangsi kec.jatinom kab. Klaten  
c. Satu unit sepeda motor merk Honda supra X warna hitam 
tahun 1999 tanpa plat nomor beserta kunci kontaknya  
d. Satu unit sepeda motor merk Honda grand warna hitam tahun 
1994 nopol AD-4615-FL beserta kunci kontaknya  
e. Satu buah hand phone merk Samsung model SM-B310E 
warna biru tua dengan nomor Imei; 359941/01/06/293395/9, 
Imei2 ; 359942/06/293395/7  
f. Satu unit sepeda motor merk Kawasaki blitz R warna putih 
tahun 2004 nopol Ad-3717-JS  
g. Satu buah handphone merk Samsung model SM-G313HZ 
warna hitam di dalamnya terpasang simcard indosat ooredoo 
dengan nomor 085700761990 
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h. satu buah handphone merk Samsung model GT S5312 
warna pitih dengan nomor Imei 1 ; 357099/05/053650/8, 
Imei 2 357126/05/053650/ 
i. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang 
diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya 
sebagai berikut 
a) Menyatakan bahwa terdakwa Nico Stefan Purnomo 
bin Hendro Purnomo terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam passal 363 ayat 1 ke 4 
KUHP sebagimana dalam surat dakwaan primair 
penuntut umum.  
b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nico Stefan 
purnomo dan hendro purnomo dengan pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi  
dengan penahanan sementara dengan perintah 
terdakwa tetap ditahan 
Setelah Memperoleh fakta-Fakta Hukum tersebut 
Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan 
dari Penuntut Umum yaitu primair sebagaimana diatur dalam 
pasal 362 KUHP, subsidair sebagaimana  
Diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. 
70 
 
 
 
Bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat 
Subsideritas Maka Majelis Hakim Mempertimbangkan 
Dakwaan Primair Terlebih Dahulu dan Apabila Dakwaan 
tersebut Tidak Terbukti Maka akan Mempertimbangkan 
dakwaan Selanjutnya. 
Bahwa Dakwaan Primer Penuntut Umum Sebagaimana Diatur 
Dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP tersebut Mengandung Unsur-
unsur Pidana sebagai Berikut: 
1. Unsur Barang siapa  
Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan “Barang 
Siapa” adalah Manusia Atau Orang yang Menjadi Subjek 
Hukum atau Pelaku Tindak Pidana yang Mampu 
Bertanggung Jawab dan Dapat dipertanggung Jawabkan 
Secara Hukum. Dalam Perkara Ini Penuntut Umum Telah 
Menghadapkan Terdakwa Dengan Inisial N Yang  Telah 
Diperiksa Di persidangan identitas Lengkap terdakwa sama 
Dengan identitas Dalam surat Dakwaan Dan Surat-Surat 
Lain dalam Berkas Perkara ini sehingga Unsur ini Telah 
terbukti Secara sah dan Meyakinkan. 
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya Atau sebagian 
Kepuyaan orang lain 
Mengambil Bisa diartikan membawa Barang 
Tersebut dari tempat Asalnya ke tempat lain, jadi barang 
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tersebut harus dapat diangkat dan Dipindahkan. Barang bisa 
Diartikan Sesuatu yang harus bernilai. Dalam pertimbangan 
majelis Hakim unsur ini dapat dibuktikan Sebagai berikut 
 Bahwa pada Saat itu terdakwa di masjid Al-huda 
Dk/dz. Cawan Rt.03 Rw. 02 kec.jatinom kab.Klaten 
terdakwa Bersama-sama dengan Saksi Fajar Agung wibawa 
bin Muhammad fajri Telah mengambil barang Sesuatu 
berupa sepeda motor honda Grand warna hitam Streping 
biru Tahun 1994 NoAD-4615-FL dan Sepeda motor Honda 
Supra X warna hitam Streping merah tahun 1999 nopol AD-
4315 YD yang Didalamnya terdapat sebuah Hand  phone 
merk Samsung Model SM-B310E warna Biru tua dengan 
nomor Imei1: 359941/06/293395/9, Imei2: 
359942/06/293395/7 Dengan sim card 081915…..  
Kemudian Harinya Keterangan Para Saksi Tersebut 
Ternyata telah dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa 
Sepeda motor Honda Grand warna Hitam streping biru 
Tahun 1994 nopol AD-4615-YD yang didalamnya Terdapat 
sebuah hand Phone merk Samsung Model SM-B310E 
warna biru tua dengan Imei : 359941/06/293395/9, Imei2 : 
359942/06/293395/7 dengan Sim card 081915… 
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3. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan Hukum  
Bahwa yang Dimaksud dengan “memiliki” menurut 
Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 Dan 26 Maret 1906 
adalah Pemegang barang yang menguasai Atau bertindak 
sebagai Pemilik barang Tersebut berlawanan Dengan 
hukum Yang mengikat Padanya sebagai pemegang Barang 
tersebut Misalnya: menjual, memakan, Memakai, dan 
sebagainya. 
Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-
Saksi dan keterangan Terdakwa Dihubungkan dengan 
Barang bukti Yang diajukan Di persidangan, Telah 
diperoleh fakta Yang bahwa Barang yang diambil oleh 
Terdakwa Dan saksi Fajar agung Wibawa bin Muhammad 
fajri berupa Sepeda motor Honda Grand warna hitam 
streping biru tahun 1994 nopol AD-4615-FL dan sepeda 
motor Honda supra x warna hitam streping merah tahun 
1999 nopol AD-4315-YD yang didalamnya terdapat sebuah 
hand phone merk Samsung model  SM-B310E warna biru 
tua dengan nomor Imei: 359941/06/293395/9, Imei2: 
359942/06/293395/7 dengan sim card 081915240325 tidak 
sepengetahuan dan seizing pemiliknya yang selanjutnya 
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.  
sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
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4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih  
Menurut penjelasan Prof Van Hammel, sebagaimana 
diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP yang dimaksud dengan 
dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama 
adalah turut melakukan atau melakkukan tindak pidana  
Dalam unsur ini merupakan medeplegen atau turut 
melakuakn tindakan dengan bersama-sama apabila 
tindakan-tindakan para terdakwa menghasilkan tindakan 
yang sempurna maka menghasilkan suatu dederschap yang 
sempurna  
Pada saat itu terdakwa dihalaman masjid al-huda 
Dk/ds cawan Rt03 Rw.02 kec. jatinom kab klaten pada 
waktu itu terdakwa bersama-sama dengan saksi fajar agung 
wibawa bin Muhammad fajri melihat ada dua sepeda yang 
kunci kontaknya masih tergantung sehingga timbul niat 
bersama dan sepakat untuk mengambil kedua motor 
tersebut  
Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 
sepeda motor Honda grand warna hitam streping biru tahun 
1994 nopol AD-4615-FL sedangkan saksi berinisial f, 
kemdian f  mengambil sepeda motor supra X warna hitam 
streping merah tahun 1999 nopol AD-4315-YD yang 
didalamnya terdapat sebuah hand phone mmerk Samsung 
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model SM-B310E warna biru tua dengan nomor Imei : 
359941/06/293395/9, Imei2 : 359942/06/293395/7 dengan 
sim card 08191........  
Menimbang, bahwa oleh terdakwa kedua sepeda 
motor hasil kejahatannya bersama dengan saksi fajar agung 
wibawa bin Muhammad fajri dijual melalui akun facebook 
iblis (info balap liar sragen) dan sepeda motor Honda supra 
X warna hitam streping merah tahun 1999  yang nomor 
polisinya dibuang, lalu dijual dan dibeli oleh saksi suyanto 
dengan harga Rp.1.050.000, (satu juta lima puluh rupiah) 
sedangkan sepeda motor Honda grand warna hitam streping 
biru tahun 1994 nopol AD-4615 FL dibeli oleh saksi andi 
sujoko seharga Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan dari 
penjualan kedua sepeda motor tersebut terdakwa mendapat 
bagian dar penjualan sepeda motor grand sebesar 
Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang tutup 
mulut, dari penjualan sepeda motor honda supra x mendapat 
bagian sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah) dan diberi oleh saksi fajar agung wibawa bin 
muhammad fajri sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu 
rupiah), sedangkan saksi fajar agung wibawa bin 
muhammad fajri dari penjualan honda supra X mendapat 
bagian Rp.700..000, (tujuh ratus ribu rupiah) laluu dibagi 
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dengan sdr. Muhammad ryan fahmi masing-masing 
mendapat bagian Rp.350.000, sebagai uang tutup mulut. 
Keadaan yang memberatkan  
a). Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat  
b). Terdakwa pernah dihukum  
c). Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya 
Keadaan yang meringankan  
a). Bahwa terdakwa bersikap sopan, mengakui dan 
menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi perbuatannya  
b). Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan 
mempunyai anak yang baru lahir  
Sehingga menurut penulis dalam pertimbangan hakim 
atas putusan perkara Nomor 195/Pid.B/2018/PN Kln diatas, 
hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian 
terdakwa nico terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
Melanggar pasal 363 angka  1 ke 4  KUHP dan diputus 
dengan hukuman 1 tahun 6 bulan  hal ini sudah cukup adil 
dan disini hakim dalam memutus cenderung ke 
pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan 
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hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang 
terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang 
telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam 
putusan, hal ini mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. 
 
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No. 195/ Pid. B/ 
2018/ PN. Kln Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan 
Pemberatan  
Menurut fiqh jinayah hukuman adalah bentuk balasan bagi 
seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara‟ yang 
ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.
4
 Hukuman 
ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat 
dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan 
kepadaNya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan 
tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi 
taat kapada-Nya.
5
 
Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, hadis 
maupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan 
hukuman.Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi, artinya hanya 
dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Selain itu hukuman 
                                                             
4Makhrus Munajat, Fikih Jinayah, (Yogyakarta: Nawesea, 2110), hlm. 91 
5 H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 25. 
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itu harus bersifat umum maksudnya berlaku bagi semua orang karena 
semua manusia sama dihadapan hukum.
6
 
Menurut penulis perkara pencurian dengan pemberatan yang dalam 
putusan Nomor 140/Pid.B/2016/PN.Kln yang dilakukan terdakwa, dalam 
pandangan hukum pidana Islam dapat dikategorikan dengan jarimah 
pencurian, jarimah perampokan atau hirobah dan juga jarimah 
pembunuhan. Karena terdakwa telah melakukan pencurian, pencurian 
tersebut juga disertai dengan pemberatan kemudian  mengakibatkan 
kehilangan harta bendanya. Untuk memperjelas apakah ketiga kategori 
tersebut sesuai atau tidak maka penulis akan menjelaskan dengan 
argumen sebagai berikut. 
Mencuri dalam segala bentuknya adalah perbuatan yang dilarang 
allah dan hukumannya haram. Alasannya haramnya hukuman mencuri itu 
adalah karena perbuatan tersebut pelnggaran terhadap harta yang dimiliki 
orang.Pelanggaran terhadap harta yang dimiliki orang. Pelanggaran 
terhadap harta itu termassuk pelanggaran terhadap salah satu sendiri  
kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukumannya adalah haram. 
Hukuman haram tersebut diatas dipertegas dengan ancaman 
hukuman dunia yang diberikan kepada pencuri, yaitu potong tangan. 
Ancaman hukuman ini termasuk ke dalam wilayah hukuman hudud, 
karena pelanggaran terhadap  hak umum, baik diadukan oleh yang 
                                                             
6Ibid., hlm. 25. 
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menjadi korban pencurian atau tidak. Ancaman potong tangan tersebut 
dijelaskan allah dalam surat al-maidah ayat 38  
ٌميِكَح ٌزيِزَع ُهَّللَاو ِهَّللا َنِم اًلاَكَن اَبَسَك اَمِب ًءاَزَج اَمُهَيِدِيَأ اىُعَطْقاَف ُةَقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو 
Yang artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka 
kerjakan dan sebagai  siksaan dari allah, dan allah mahha perkassa lagi 
maha bijaksana” 
Ayat ini secara jelas dinyatakan allah dalam penetapan ancaman 
hukuman yang berat tersebut, yaitu sebagai pembalasan atas kejahatan 
apa yang diperbuat dan ancaman balasan sebagai rasa penolak dari allah. 
7
 Oleh karena itu satu sisi pencurian itu secara umum berarti  mengambil 
sesuatu yang bukan haknya dan di sisi lain bahwa ancaman terhadap 
pencuri  itu begitu berat, maka ulama memilah-memilih mana diantara 
mengambil hak orang yang dimasukkan kepada penncuri yang diancam 
dengan potong tangan tersebut, syarat dan kriteria tersebut didassarkan 
kepada petunjuk nabi dalam hadits-haditsnya. 
Sesuai dengan perbuatan pencurian sebagaimana telah disebutkan 
di atas, dalam pertimbangan hakim atas putusan nomor 
195/Pid.B/2018/PN.Kln maka menurut pendapat penulis perbuatan 
tersebut sesuai dengan jarimmah hudud yang merupakan hukuman untuk 
pencurian dengan pemberatan sesuai dengan jarimah pencurian  karena 
perbutaan dalam putusan tersebut tindak pidana pencurian.  
                                                             
7 Ibid.. hlm 299   
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Kebanyakan ulama membatasi pengertian pencuri itu dengan 
rumusana yang terdapat dalam definisi tersebut dibawah ini 
ةيفخ هلثم زرح يف ريغلل كلم موتملا لاملا نخأ يه رسلا 
 Pencurian ialah mengambil harta yang bernilai, milik orang lain, dalam 
penyimpanan secara diam-diam  
Dari definisi tersebut  diatas terdapat beberapa kata kunci  yang 
menjadi  kriteria dari pencurian itu  
1. Mencuri itu mengandung arti mengambil yaitu memindahkan sesuatu 
dari suatu tempat ke wilayah pemilikannya, seperti memindahkan 
uang dari kantong seseorang ke tangannya. Bila tidak beralih 
tempatnya, tidak dapat dinamai mengambil  
2. Yang mengambil itu adalah harta berwujud barang yang nyata dan 
dapat dipindahkan. Oleh karena itu, harta itu adalah dalam bentuk 
barang bergerak. Termasuk ke dalam pengertian ini  yang beralih itu 
adalah manfaatnya dengan tidak mengurangi wujud nyata, seperti 
mengambil tenaga llistrik. Harta itu suatu yang dapatt diperjual—
belikan dalam pengertian ini  sesuatu yang tidak dapat diperjual 
belikan seperti daging babi dan khamr tidak termasuk kepada barang 
curian  
3. Harta yang diambil itu mempuunyai nilai minimal tertentu. Tentang 
batas minimal nilai harta tersebut terdapat dalam beberapa hadits 
nabi, diataranya: haditts nabi menurut teks muslim  
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عطقت لآ عاصف رانيد عبر ىف لآإ قر اس دي 
Tidak dipotonرg tangan pencuri, kecuali (nilai yang dicuri) 
seperempat dinar atau lebih  
Menurut teks Al-Bukhari berbunyi  
ادع اصفر انيد عبر  ىف قرشلا دي  عطقت 
Di potong tangan pencuri (yang mencuri) sebanyak seperempat 
dinar atau lebih  
  
Hadits tentang perbuatan nabi yang dinukilkan dari ibnu umar 
mutafaaq’alaih : 
 نجم ىف عطق ملس ى هيلع هللا يلص ينلا نأمه ارد ةث لاث هنمث 
Bahwa nabi Muhammad SAW. Memotong tangan pencuri perisai 
yang harganya 3 dirham  
Dari adanya dua versi hadits nabi yang kuat dari sanad tersebut 
terdapatt perbedaan pendaapat ulama tentang batas minimal harga 
barang yang dicuri itu senilai seperempat dinar emas atau tiga dirham 
perak.Dasar pemikiran mereka adalah hadits-hadits nabi tersebut 
diatas. Sebagian kecil ulama yaitu hadawiyah dan kebanyakan ulama 
Iraq berpendapat bahwa hadits minimal adalah sepuluh dirham, 
dengan alasan bahwa perisai yang dicuri yang padanya nabi 
menetapkan hukuman potong tangan, bernilai sepuluh dirham  
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4. Barang yang dicuri itu sepenuhnya milik orang lain. Hal ini 
mengandung arti bahwa bila yang dicurinya itu sepenuhnya adalah 
miliknya sendiri yang berada dittangan orang lain, atau sebagian dari 
barang yang dicuriya itu adalah miliknya, tidak termasuk pada 
pencurian yang diancam dengan potong tangan, seperti mencuri harta 
serikat yang sahamnya sendiri melebihi nilai yang dicurinya, termasuk 
milik orang lain dalam pengertian ini sesuatu yang bukan hak yang 
sudah ditetapkan untuknya. Seperti uang yang seharusnyya 
diterimanya adalah 50 tersebut bukan haknya, oleh karenanya dia 
telah mengmbil harta orang lain. Korupsi termasuk dalam wilayah 
pengertian ini  
5. Barang Yang Dicuri itu Berada Dalam tempat yang tersimpan dan 
terjaga untuk itu. Hal ini mengandung arti bahwa bila yang di curi itu 
berada dilur tempat yang digunakan untuk menjaganya, seperrti 
terletak ditengah jalan atau diluar pekarangannya tanpa ada yang 
menjaga, tidak disebut mencuri dalam pengertian ini  
6. Pengambilan harta dilakukan dengan sembunyi dan diam-diam dan 
tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ini merupakan sifat dari sesuatu 
perbuatan untuk namai pencurian. Bila dilakukan dihadapan 
dihadapan pemilik atau penjaganya, apa lagi dengan menggunnakan 
kekerasan, tidak  termasuk dalam lingkup pengertian ini dan untuk itu 
hukumannya yang berlaku bukan potong tangan  
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7. Kesengajaan melakukn pencurian dengan maksud untuk memiliki. 
Karena pencurian itu termasuk kejahatan yang diancam dengan 
hukuman bukuman berat, maka hukuman itu baru dikenakan bila 
pencuri tersebut melakukan secara sadar dan menjaga serta 
mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah  suatu kejahatan 
yang dillarang allah. Hal ini mengandung arti  bila pencurian 
dilakukan karena paksaan, atau lupa bahwa harta itu telah menjadi 
milik orang lain. Termasuk ke dalam pengertian tidak sengaja itu 
pencurian yang dilakukan oleh anak  kecil dan orang gila, karena 
kesengajaan keduanya dinyatakan sebagai tidak sengaja.
8
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
8 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Garis-garis besar fiqih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 301.  
83 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan Yang telah  diuraikan 
Pada bab Sebelumnya, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai Berikut: 
1. Pertimbangan Hakim atas Putusan Perkara Nomor 195/Pid.B/2018PN 
Kln, hal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian terdakwa Nico 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan. Melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 
KUHP dan diputus dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. 
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam terhadap perkara Nomor 
195/Pid.B/2018/ PN kln, tentang tindak pidana pencurian dengan 
pemberatan, perbuatan tersebut termasuk jarimah hudud. 
Hukumannya adalah potong tangan jika melihat kesesuaiannya dari 
pendapat-pendapat ulama madzhab. Pendapat yang sesuai yaitu 
pendapatnya Imam syafi’i yaitu hukumannya potong tangan. 
B. Saran 
1. Majelis Hakim Dalam memutus Perkara seharusnya dengan Hukuman 
maksimal 1 tahun 6 bulan karena perbuatan dalam Pasal 363 ayat (1) 
ke 4 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan 
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tersebut merupakan perbuatan yang  dapat merugikan korban harta 
mupun barang maka dihukum dengan hukuman berat. 
2. Memasukkan hukum pidana Islam di negara Indonesia saat ini, 
pastinya sudah saatnya diberlakukan karena dengan hukum Islam yang 
ditegakkan maka sedikit banyaknya kejahatan maupun pelanggaran 
biasa berkurang dan biasa menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku 
tindak pidana, karena dalam hukum positif hukumannya sudah tidak 
menimbulkan efek jera. 
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